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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 0068/Pdt.G/2015/PA.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai 

berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan 

Tani,tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, selanjutnya 

disebut sebagai "Penggugat",

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, 

tempat tinggal asal di KABUPATEN TANAH LAUT, Sekarang tidak 

diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik 

Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam  surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2015 

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register 

Nomor: 0068/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 28 Januari 2015 telah mengajukan hal 

hal yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH LAUT sesuai dengan Duplikat 

Hal. 1 dari 15 Halaman
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Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.17.01.03/PW.01/32/2015 tanggal 27 Januari 

2015;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak.

3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal 

di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN TANAH LAUT selama kurang 

lebih 9 tahun, kemudian berpisah;. 

4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup 

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak 

bernama: 

1. ANAK I, umur 13 tahun;

2. ANAK II, umur 9 tahun;

5. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2010 terjadi pertengkaran antara 

Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat menyuruh 

Tergugat untuk bekerja namun Tergugat marah-marah dan memukul 

Penggugat, akibat pemukulan Tergugat tersebut kemudian Penggugat pergi 

meninggalkan Tergugat ke Tanah Bumbu dan pada saat Penggugat kembali 

ternyata Tergugat tidak berada lagi di tempat tersebut, sejak saat itu 

Penggugat tidak tahu lagi dimana keberadaan Tergugat tetapi masih berada 

dalam wilayah Republik Indonesia (ghaib);

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal 

hingga sekarang sudah kurang lebih 5 tahun lamanya, Tergugat tidak 

pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada harta 

yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi 

bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata 

Tergugat melanggar perbuatan hukum;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama 

Disclaimer
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serta  SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan 

salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada 

Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan 

Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di 

catat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini 

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena 

perceraian;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan 

salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada 

Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan 

Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat 

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya 

(ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, 

sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang 

lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas 

panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0068/Pdt.G/2015/PA.Plh 

tanggal 03 Februari 2015 dan tanggal 03 Maret 2015 yang dibacakan di muka 

persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-

hadirannya tidak disebabkan oleh  sesuatu alasan yang sah; 

Hal. 3 dari 15 Halaman
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Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak 

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya 

untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun 

telah di panggil secara resmi dan patut, pelaksanaan mediasi sebagaimana 

yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak 

dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan 

surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya 

tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa: 

1. Fotokopi  Duplikat Akta Nikah Nomor:  Kk.17.01.03/PW.01/32/2015 Tanggal 

27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama 

KABUPATEN TANAH LAUT (bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an.Penggugat Nomor: 470/003/SKD-AJ/

I/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Desa 

KABUPATEN TANAH LAUT (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor:  479/01/SKD-AJ/I/2015 tanggal  

dari Kepala Desa KABUPATEN TANAH LAUT Laut (bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat 

menghadapkan saksi-saksinya, yaitu: 

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan GMK, tempat 

tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan dibawah sumpah 

yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah bibi Penggugat

• Tegugat bernama TERGUGAT; 

Disclaimer
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• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah 

menikah dan dikaruniai 2 orang anak; 

• Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat 

tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN TANAH LAUT 

kemudian berpisah.;  

• Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, 

sejak bulan Februari 2010  terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

• Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut 

karena masalah ekonomi yang diberikan oleh Tergugat tidak 

mencukupi;

• Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat 

hingga sekartang sudah berpisah sekitar 4 tahun, Penggugat yang 

pergi karena di usir oleh Tergugat;

• Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengusahakan untuk 

kumpul kembali dengan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak 

diketahui alamatnya dengan jelas ;

• Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada 

mengusahakan rukun, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;

• Bahwa saksi pernah menasehati mereka agar tidak bercerai, namun 

tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, 

tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan dibawah 

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah tetangga Penggugat

• Tegugat bernama TERGUGAT; 

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah 

menikah dan dikaruniai 2 orang anak; 

Hal. 5 dari 15 Halaman
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• Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat 

tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN TANAH LAUT 

kemudian berpisah.;  

• Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, 

sejak bulan Februari 2010  terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

• Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut 

karena masalah ekonomi yang diberikan oleh Tergugat tidak 

mencukupi;

• Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat 

hingga sekartang sudah berpisah sekitar 4 tahun, Penggugat yang 

pergi karena di usir oleh Tergugat;

• Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengusahakan untuk 

kumpul kembali dengan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak 

diketahui alamatnya dengan jelas;

• Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada 

mengusahakan rukun, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat; 

• Bahwa saksi pernah menasehati mereka agar tidak bercerai, namun 

tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan 

menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan 

bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat  uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada 

berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, 

sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir 
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sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, 

serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan 

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar 

rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak 

berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa 

Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten 

Tanah Laut, sebagamana Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.17.01.03/PW.01/ 

32/2015 Tanggal 27 Januari 2015, oleh karena itu penggugat memiliki 

kepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) untuk mengajukan 

gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 

dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan 

gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat 

(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto 

Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf  

a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang 

Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi 

kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata 

Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, 

maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 132 KHI (Kompilasi Hukum Islam), 

Hal. 7 dari 15 Halaman
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pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama 

Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa 

perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama di wajibkan terlebih dahulu 

diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara 

ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, 

tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang 

menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat 

dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon 

kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan 

Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara 

lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam 

tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal 

sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk 

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap 

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun 

telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut 

tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir 

itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat 

diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa sikap Tergugat  yang telah tidak hadir di persidangan 

dapat dipandang bahwa Tergugat  tidak berkeinginan untuk  membantah dalil-

dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut 

telah menjadi fakta yang tetap dan gugurlah hak-hak Tergugat sebagaimana 

bunyi dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur’an juz III  halaman 

329 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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       Artinya :  Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap 
di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka 
ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.         

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2 ,P.3  dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 sesuai dengan aslinya dan telah 

dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti 

sebagaimana Pasal 283 Rbg  jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas 

Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Akta 

Nikah, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang 

sah, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian 

terhadap Tergugat, sehingga tidak bertentangan sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 4, 5 dan 6 

ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam):

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang di ajukan Penggugat 

yang berupa Surat Keterangan Domisili Penggugat, terbukti bahwa Penggugat 

adalah pihak in person sebagaimana dalam surat gugatan dan Penggugat 

penduduk Kabupaten Tanah Laut, sehingga gugatan Penggugat menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari;  

Menimbang, bahwa P.3 fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor:  

479/01/SKD-AJ/I/2015 tanggal  dari Kepala Desa Asam Jaya Kecamatan 

Jorong Kabupaten Tanah Laut, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai 

pembuktian bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 

Februari 2010  tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat 

tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan dua orang 

Hal. 9 dari 15 Halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan 

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah 

menikah dan dikaruniai 2 orang anak; 

• Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, 

sejak bulan Februari 2010  terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

• Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi 

yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi;

• Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat 

hingga sekartang sudah berpisah sekitar 4 tahun, Penggugat yang 

pergi karena di usir oleh Tergugat;

• Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengusahakan untuk 

kumpul kembali dengan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak 

diketahui alamatnya dengan jelas; 

• Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada 

mengusahakan rukun, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;

• Bahwa saksi pernah menasehati mereka agar tidak bercerai, namun 

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut satu dengan yang 

lainnya saling berkesesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Pengugat 

sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai 

nilai kekuatan pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis 

lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah 

tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai 

suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan 

untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (onhell baar 

Disclaimer
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tweesspalt), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari 

ketidakharmonisan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 

tempat tinggal 4 tahun dan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya secara 

pasti (ghaib) dikuatkan saksi-saksi yang diajukan yang menyatakan bahwa 

antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sebagaimana 

tersebut di atas kemudian pergi tidak pernah kirim kabar dan keberadaanya 

tidak jelas baik didalam maupun diluar wilayah RI;

Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak senang lagi 

bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul, maka terhadap hal ini, 

Majelis berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut 

mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat  telah memuncak dan 

tidak mungkin untuk diteruskan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya 

tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami ataupun isteri akan 

sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah 

dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri pada 

umumnya, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang 

berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut 

sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz 

zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim 

dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak 

ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak 

bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang 

(tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah 

satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah 

suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” 

Hal. 11 dari 15 Halaman
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Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan 

pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- 

yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Ø°cçí °pÝ §Qçí¯ à°Ùä ¹äSÛ¯ Ö¯RFÌ ¯ä¯ E¸äSÛ¯ 
ErvC± æÈ°jÛ¯ åPÛ °á¯uÌ¾ GFC¶ ¯¿°Õ

Er¦°± Ejnb °ãjnb °pãrv± »zÆí¯sÌ æÈ°jÛ¯ SJÌä °
pãÛ°HÝ¯ ÿv± ³RVÎÛ¯ Þ¯ä¾ tÎÝ 

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri 
atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri 
tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim 
dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam 

Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II Him. 55:

فإن تعزز بتعززاو توا راو غيبة جاز ا ثباته بالبينة

Artinya: ”Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu 
diputuskan dengan bukti-bukti.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah mempunyai 

cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf  (f) Kompilasi Hukum Islam,  

oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat 

(isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam 

Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shughraa Tergugat terhadap 

Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) 

Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 
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2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama 

Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan 

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal 

Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat 

perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam 

daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang 

Undang Nomor  7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  maka kepada Penggugat dibebani 

untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini; 

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan 

patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro TERGUGAT terhadap 

PENGGUGAT;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk 

mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum 

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal 

Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di 

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk 

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara sebesar  Rp 451.000.00 (empat ratus lima 

puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1436 Hijriah, oleh Muh. Irfan Husaeni, 

Hal. 13 dari 15 Halaman
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S.Ag.,M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua 

Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota 

tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti dengan 

dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota,

ttd,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.  

Ketua Majelis,

ttd,

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.SI.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.  

Panitera Pengganti,

ttd,

Drs. Ma'mun

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp    30.000,00 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp  100.000,00

3. Biaya Panggilan         : Rp  310.000,00

4. Redaksi                 : Rp      5.000,00

5. Materai                 : Rp      6.000,00 +

               Jumlah              Rp  451.000,00

IB

Hal. 15 dari 15 Halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15


